KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 3363 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ISPINI TANAH BUMBU

Menimbang

Mengingat

KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

bahwa dalam rangka menmdaklanjutl Surat Yayasan Al Fagih
Nomor: 05/TB/AF/XI1/2012, tanggal 20 Desember 2012
tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu
Tarbiyah Ispini dan hasil penilaian meja bulan Mei 2013 dan
visitasi ke Yayasan Isplm tanggal 13 Desember 2013; -

bahwa dalam rangka pcmbmaan pelaksanaan fungm, :
pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi

keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah

melakukan pengkajian dan  persetujuan terhadap usulan
pendirian Sekolah Tinggi [lmu T&rhlyah Iapml Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan; .

. bahwa berdasarkau pertxmbangan sebagannana d:maksud' |

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal. Pendid:kan Islam tentang Izin Pendirian
Sekolah 'i"mggl Ilmu Tarb:yah Isp:.m Tanah Bumbu Ka]jmantan'
.Seia.tan i : :

'Undang-Undang Numnr 20 Tahun 2003 tentang Slstem;'

Pendidikan Nasional '(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tamba.han Lembaran Negara Republik
Induneala Nomor 430 1], '

Undang-Undang Nomor 14 'I‘ahun 2005 tentang Guru dan
Dosen  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indnnema
Nomor 4536}, :

Undang—Undang Numor 12 Tahun 2012 tentang Pendldlkan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Nega.ra RE:pub]l.k Indonesm Nnmor
5336); -

Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional = Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 ‘tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670},

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 24}

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementenan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 168);

Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendman Perguruan Tinggi Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dt-m Pascasaljana pada Pergu.man 'I'}nggl
Agama Islam; 2 _ : :

Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tenta.ng-

Pedoman Penyusunan Kunklﬂum Pendzdikan ngga Agama

: 'lslam

A

15'
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Keputusan Menten Agama Numur 387 Tahun 2Q04 tentang, .
Petunjuk Pelaksanaan Pcmbukaan Prugram Stud: pada_'_

'Perguruan 'I‘mggthgamalalam
3z i d

Peraturan Menten A.gama Numur 55 Tahun 2014 tentang'

‘Penelitian. dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan

Tinggi Keagamaan [Benta Negara Repubhk Indoncsm Ta.hun |
2014 Nomor 1290],

Peratumn Menteri Pmdldikan dan Kebudaya.a.n Nnmur 44' |
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Peraturan Menteri. Riset, Teknnlog;, dan Pendidikan Tinggi

~ Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26

Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

16.

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar
Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA
L
| KEEMPAT
RLAMA

KEENAM

KETUJUH

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG

[ZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ISPINI TANAH
BUMBU KALIMANTAN SELATAN.

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ispini

Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Hidayah
Desa Bersujud Ruku Tetangga 02, Nomor 67 Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di bawah
Yayasan Al Faqih yang beralamat di Kampung Kramat, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan
Kramat Jati, Kota Jakarta Timur sesuai dengan Akta Yayasan
Nomor 02 Tanggal 27 Juni 2008 dibuat oleh Notaris Haji Iswandi,
SH, M.Kn berkedudukan di Purwakarta dan telah disahkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-3147.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 Juli
2008.

: Sekolah nggl aebagmmana dimaksud dalam  Diktum KESATU _

diberikan izin menyelenggarakan program studi:

a. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana;
b. Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ngram Saljana,
¢. Manajemen Pendidikan Islam. |

: Izin penyelenggaraan program studi sebagmmana dunaksud pada_
Diktum KETIGA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan

perkuliahan regular dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan

‘extention, konversi program D1pioma, memperpendek masa studi

Strata Satu, perkuhahan d1 luar kampua atau perkuhahan dual _

'-mude system. eF
: Izin penyelenggaraan program studt aebagamm dimakaud dal&m--

Diktum KETIGA harus menghasilkan Iulusan sesuai dengan
kumpetenm kerja dalam Kerangka Kualifikasi- Namangl Indnneaia
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nnmn_r 8 Tahun 2012 tentang_

5 'K.erangka Kuahﬁkam Hamﬂnal Indonesia. |
. Sekolah nggl sebagalmana duna.ksud daiam D1ktum KES&TU dan

program . studi_

'a ‘dimaksud dalam - Diktum KEDUA

‘ dmyatakan memenuhi’ persyaratan akreditasi minimal C ‘untuk
. masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan"
4 akredataal ulang aesum dengan peratumn pemndang-undangan

'+ Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai - ketentuan yang

dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen. -

: Sekolah T&nggl aebagmmana dJmakaud dalam Dﬂctum KESA’I‘U

wajib:

a. melaksanakan Slstem Penjamman Mutu Intemal [SPMI] yang
hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;

b. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ‘selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
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KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

b. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan
setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi
Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD-DIKTI). |

- Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan

Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gclar Akademik
Perguruan Tinggi Keagamaan.

: Apabila Sekolah Tinggi sebagamna dimaksud dalam Diktum

KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA,
Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN dan
Diktum KESEMBILAN, akan dijatuhkan sanksi aesua.l dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan

: Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

wajib menandamngam Surat Pernyataan untuk menyelenggarakan
Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
menanggung senua akibat apabila dilakukan pencabutan izin
operasional lembaga atau prog'rmn studl setelah dmyatakan tldak '
layak.: - .0

: Kepumsan .uu mula.l berlaku pada tanggal dltctapkan

Dltﬂﬁpkan di Jakarta ST
e pada ta.nggaj 16 Juni 201? - RS
R o MEHTERI AGAMA REPUBLIK mDONEsm




